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ABSTRAK 

 
Upah sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang 

mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah 

diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukannya bagi pihak lain, 

sehingga upah pada dasarnya harus sebanding dengan konstribusi yang diberikan 

pekerja untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Tujuan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui pembayaran upah pada PT Pos Indonesia Cabang Ungaran, 

serta pengelolaan upah sesuai dengan standar kebijakan yang ada pada 

perusahaan. Data-data tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara 

langsung dengan pihak PT Pos Indonesia Cabang Ungaran yang kemudian di 

analisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di PT Pos 

Indonesia Cabang Ungaran. Hasil pengamatan dan wawancara tersebut 

menunjukkan bahwa pembayaran upah pada perusahaan harus sesuai dengan 

prosedur kebijakan yang ada. 

 

 
Kata kunci: Analisis Pembayaran Upah, Tenaga Kerja Kemitraan 
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ABSTRACT 

 

 
Wages as one of the elements in the implementation of employment relations, 

which have a strategic role in the implementation of industrial relations. Wages 

are received by workers in exchange for work services they do for other parties, 

so that wages basically must be proportional to the contributions given by 

workers to produce certain goods or services. The purpose of this study was to 

determine the payment of wages at PT Pos Indonesia Ungaran Branch, as well as 

wage management in accordance with the existing policy standards at the 

company. The data for this final project were obtained from direct observations 

and interviews with PT Pos Indonesia Ungaran Branch which were then analyzed 

in depth to obtain a real picture of what was happening at PT Pos Indonesia 

Ungaran Branch. The results of these observations and interviews indicate that 

the payment of wages to the company must be in accordance with existing policy 

procedures. 

Keywords: Wage Payment Analysis, Partnership Labor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada setiap perusahaan baik swasta maupun pemerintahan tenaga kerja 

merupakan aspek penting bagi keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. 

Tenaga kerja merupakan bagian penting yang menjadi penggerak utama dalam 

aktivitas operasional baik sebagai pemberi jasa pelayanan kepada konsumen 

maupun sebagai pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan dan 

kebijakan dalam perusahaan. Perusahaan dapat dikatan baik apabila tenaga kerja 

yang dimiliki juga berkompeten dalam menjalankan tugasnya secara profesional, 

karena setiap tenaga kerja memiliki tanggungjawab atas tugasnya masing-masing 

sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Maka apabila tenaga kerja tidak 

dibekali dengan kompetensi suatu keahlian yang dikuasai dapat berpengaruh pada 

pemenuhan tugas yang kurang maksimal. 

Secara konseptual, upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima serta 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan suatu 

perjanjian kerja, konvensi atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaaan dan/atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan (Pasal 30 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan). Berdasarkan pertimbangan tersebut upah memiliki keterkaitan 

dengan ketenagakerjaan. Upah menjadi unsur penting yang berperan sebagai 

penghubung tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan industrial. Upah diberikan 

kepada tenaga kerja sebagai imbalan atas hasil kerja yang telah dilakukannya 

untuk pihak lain. Upah yang diterima oleh pekerja juga harus sebanding dengan 

kontribusi yang telah diberikan oleh pekerja baik dalam memproduksi barang 

maupun pelayanan jasa tertentu.. Dengan dikatakannya sebagai orang yang 

memiliki suatu kemampuan dan keterampilan untuk menghasilkan produk barang 
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atau jasa, maka tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

produksi disamping sumber daya alam dan modal. Tanpa adanya tenaga kerja 

kegiatan produksi tidak akan berjalan secara optiomal. Jika hal demikian terjadi, 

maka akan berdampak buruk bagi suatu perusahaan. 

Bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering 

disebut dengan PT Pos Indonesia. Sebagai perusahaan yang besar dan memiliki 

cakupan wilayah operasi yang luas, PT Pos Indonesia (Persero) harus benar-benar 

memberikan perhatian yang besar termasuk upah kerja karyawan karena sesuai 

dengan adanya kebijakan perusahaan mengenai pembayaran upah. PT Pos 

Indonesia merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang 

bergerak di bidang layanan pos. Pada perusahaan ini yang telah menggunakan jasa 

tenaga kerja bagian kemitraan dimana para pekerja menerima upah sesuai dengan 

kinerjanya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin 

menganalisis pembayaran upah pada kinerja para pekerja juga dalam penyusunan 

laporan penulis mencoba untuk membahas tentang “ANALISIS PEMBAYARAN 

UPAH TENAGA KERJA KEMITRAAN PT POS INDONESIA CABANG 

UNGARAN”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Adapun perumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengelolaan upah pada PT Pos Indonesia Cabang Ungaran? 

2. Apakah pengelolaan upah dari bulan April-Juni sudah sesuai dengan standar 

yang ada? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan upah pada PT Pos Indonesia Cabang Ungaran. 

2. Untuk mengetahui pengelolaan upah dari bulan April-Juni sudah sesuai atau 

tidak dengan standar yang ada. 
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1.4 Manfaat penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Untuk memperluas wawasan mengenai pembayaran upah serta dapat 

menerapkan teori yang diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan keadaan 

sebenarnya saat kegiatan penelitian berlangsung. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam rangka 

mendokumentasikan hasil penelitian di Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

3. Bagi Penulis Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana dalam penelitian 

selanjutnya yang memiliki permasalahan sejenis pada bidang yang sama. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Pengertian Upah 

 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 

2015 Tentang pengupahan Pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan menurut 

Undang-undang No. 13 tahun 3003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan 

sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

 
2.1.1. Teori Upah Menurut Nilai dan Pertentangan Kelas 

 

Nilai suatu barang tergantung nilai jasa buruh dari ataupun jumlah waktu 

kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Karl Marx 

menyatakan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Sistem 

pengupahan serta pelaksanaannya bersumber pada pemikiran Karl Marx adalah 

sebagai berikut: 

a. Kebutuhan mengkonsumsi, macam serta jumlahnya masing-masing orang 

nyaris sama, Nilai (harga) tiap barang nyaris sama, hingga upah masing-masing 

orang sekiranya sama. 

b. Sistem pengupahan tidak membagikan intensif yang sangat perlu guna 

menjamin kenaikan produktivitas kerja serta pemasukan nasional. 
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c. Sistem control yang sangat ketat dibutuhkan untuk menjamin tiap orang betul- 

betul ingin kerja bagi kemampuannya. 
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Menurut sistem pengupahan Karl Marx di dasarkan pada teori nilai serta 

pertentangan kelas. Pemikiran Karl Marx pada dasarnya bahwa hanya buruh yang 

merupakan sumber nilai dari jasa buruh ataupun dari jumlah waktu kerja yang 

digunakan untuk memproduksi suatu barang. Sebaliknya teori pendapat lainnya 

dari Karl Marx merupakan pertentangan kelas yang artinya bahwa kapitalis 

senantiasa berupaya menghasilkan beberapa barang modal untuk mengurangi 

penggunaan buruh. Kesimpulannya penurunan upah dapat menyebabkan jumlah 

pengangguran semakin besar. 

Perusahaan mengeluarkan sejumlah dana untuk diberikan kepada tenaga kerja 

atas pencapaian keberhasilan mereka dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. 

Kebijakan mengenai naik atau turunya upah yang diberikan kepada tenaga kerja 

juga memiliki dampak tersendiri bagi keberlangsungan operasional perusahaan. 

Apabila upah yang diberikan terus meningkat dapat membawa pengaruh yang 

signifikan terhadap penawaran tenaga kerja, karena perusahaan akan berusaha 

untuk menambah jumlah unit usaha yang dimiliki dengan demikian tenaga kerja 

yang dibutuhkan juga akan bertambah. Pada dasarnya dalam dunia ekonomi gaji 

dan upah memiliki pengertian berbeda. Gaji dapat diartikan sebagai kegiatan 

pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja professional seperti pegawai 

pemerintah, dosen, guru, manager, dan lain sebagainya. Umumnya pembayaran 

gaji dilakukan dalam kurun waktu sebulan sekali, sedangkan upah memiliki arti 

sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaanya selalu berpindah- 

pindah seperti pekerjaan pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. 

Apabila dalam suatu pekerjaan memiliki penawaran upah yang tinggi maka 

semakin tinggi pula permintaan orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja tersebut. 

Orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kemauan untuk bekerja karena 

tingkat upah yang ditawarkan rendah, kemudian mengetahui suatu peluang pasar 

tenaga kerja memberikan tingkat upah yang tinggi maka mereka akan bersedia 

dan ikut mencari pekerjaan tersebut. Adapula pengertian mengenai upah lainnya, 

menurut Wikipedia, upah adalah balasan berupa uang yang dibayarkan kepada 

pekerja atas suatu pekerjaan beupa jasa atau tenaga yang digunakan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Pembayaran dapat dihitung dari hasil pekerjaan 
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yang diselesaikan. Atau dalam hitungan jam atau harian atau dihitung sesuai jam 

kerja. Sementara menurut (Malayu, SP, 2005) upah merupakan balas jasa yang 

dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang 

disepakati membayarnya. Dari sebagian definisi tentang upah di atas hingga bisa 

disimpulkan bahwa, upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari 

pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam 

kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, dan terdapatnya kesepakatan antara 

pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah. 

 
2.1.2. Upah Riil 

 

Pelaksanaan pengupahan di Indonesia juga telah diatur dalam Undang- 

Undang Dasar (UUD), pasal 27 ayat (2) dan penjabarannya dalam hubungan 

Industrial Pancasila menjadi landasan sistem pengupahan di Indonesia. Sistem 

pengupahan memiliki prinsip sebagai berikut: 

1) Sanggup menjamin keberlangsungan hidup yang layak bagi pekerja dan 

keluarganya jadi memiliki fungsi social. 

2) Mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. 

3) Mengupayakan pemberian intensif yang mendorong kenaikan produktifitas 

kerja dan pendapatan nasional. 

 
2.1.3. Proses Penentuan Upah 

 

Jumlah upah yang diterima tenaga kerja menjadi salah satu aspek penting 

yang harus dipertimbangkan oleh pihak perusahaan karena nominal upah harus 

memiliki aspek internal equity dan eksternal equity. Internal equity merupakan 

jumlah yang diperoleh dipersepsi sesuai dengan input yang diberikan dibanding 

dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan. External equity merupakan 

jumlah yang diterima dipersepsi sesuai dengan jumlah yang diterima dipekerjaan 

lain organisasi atau perusahaan. Untuk mengusahakan agar equity dapat terpenuhi 

maka dapat dilakukan penentuan upah bagi tenaga kerja dengan langkah sebagai 

berikut: 
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a. Survei Upah 

Survei upah merupakan langkah pertama untuk mengenali tingkat upah 

yang berlaku pada perusahaan-perushaan lain yang memiliki usaha ataupun 

jabatan yang sama. Fungsi dari dilakukannya survey upah adalah untuk 

menjamin keadilan eksternal sebagai salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan upah. 

b. Penentuan upah 

Pemerintah telah menetapkan tingkat upah minimum pekerja yang mana 

penetapan tersebut dapat dijadikan landasan bagi perusahaan dalam penentuan 

upah. Jumlah minimum upah yang diberikan harus mengacu pada tingkat upah 

minimum daerah masing-masing atau bisa juga upah yang diberikan lebih 

besar dari nominal tersebut. 

 
2.1.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upah 

 

Tingkatan besar atau kecilnya upah dipengaruhi pula dengan faktor lain 

sebagai berikut: 

1. Penawaran dan permintaan Tenaga Kerja 

Hukum ekonomi penawaran dan permintaan juga memiliki pengaruh 

terhadap upah, meskipun prinsip ini tidak bisa diresmikan secara mutlak 

dalam tenaga kerja. Hal ini memiliki maksud apabila satu pekerjaan 

memerlukan keterampilan/skill yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang 

langka, maka tingkatan upah yang diberiikan cenderung tinggi, sebaliknya 

untuk jabatan penawaran tenaga kerjanya cukup tinggi atau pekerjaan tersebut 

ramai peminat dan tidak memiliki kualifikasi khusus maka upah yang 

diberikan cenderung rendah. 

2. Kemampuan untuk Membayar 

Setiap perusahaan memiliki kemampuannya masing-masing dalam 

membayar upah pada pekerja. Jadi walaupun serikat buruh menuntut 

pemberian upah tinggi bagi kaum buruh namun realisasi pembayaran upah 

tetap bergantung pada kemampuan perusahaan. Karena upah merupakan 

komponen biaya produksi yang mana akan memengaruhi jumlah laba yang 
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didapat perusahaan, maka perlu pertimbangan yang serius mengenai 

penentuan tingkat upah. 

3. Produktivitas 

Upah sebenarnya adalah imbalan atas pencapaian keberhasilan tenaga 

kerja, maka apabila pekerjaan yang telah dilakukan mencapai keberhasilan 

maka semakin tinggi pula upah yang dapat diterima, keberhasilan dapat 

dicapai karena seorang pekerja yang memiliki prestasi, sehingga prestasi 

kerja dapat ditunjukkan dengan produktivitas kerja. 

4. Biaya Hidup 

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan tingkat upah oleh perusahaan 

yaitu mengenai biaya hidup. Di kota besar dengan di daerah pedesaan 

memiliki tingkatan biaya hidu yang berbeda, apabila semakin tinggi biaya 

hidupnya maka tingkat upahnya semakin besar. 

5. Pemerintah 

Adanya peraturan pemerintah hendak mempengaruhi tinggi rendahnya 

upah. Peraturan upah miminum regional merupakan batas dari tingkat upah 

yang harus dapat dipenuhi oleh seluruh perusahaan dalam membagikan 

upahnya kepada karyawan. 

 
2.2 Pengertian Tenaga Kerja 

 

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan 

bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan ataupun jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat. 

a) Klasifikasi Tenaga kerja 

Secara umum tenaga kerja dapat di klasifikasi sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penduduknya, tenaga kerja terdiri dari : 

a. Tenaga kerja yaitu seluruh penduduk yang berada di lingkungan 

perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan yang dianggap mampu 

dan sanggup untuk bekerja sesuai tanggungjawab pekerjaan yang 

diemban masing-masing pekerja. Menurut Undang-Undang No. 13 
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tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di kelompokkan sebagai tenaga 

kerja ialah mereka yang berusia 16-64 tahun. Contoh dari kelompok 

ini yaitu buruh pabrik, pegawai negeri sipil, dan karyawan swasta. 

b. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang di anggap tidak sanggup dan 

tidak ingin bekerja, meskipun terdapat permintaan kerja. Menurut 

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mereka adalah penduduk yang di 

luar usia, yaitu mereka yang dibawah usia 16 tahun dan di atas 64 

tahun. Contoh kelompok ini merupakan para pensiun, lanjut usia, dan 

anak-anak. 

2. Berdasarkan batas kerja 

Berdasarkan batas kerja, tenaga kerja terdiri dari : 

a. Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif yang berumur 15-64 

tahun yang telah memiliki pekerjaan namun dalam kondisi tertentu tidak 

dapat bekerja atau sedang proses mencari pekerjaan. 

b. Belum Angkatan kerja merupakan penduduk dengan usia 20 tahun keatas 

yang hanya memiliki kegiatan bersekolah, menempuh pendidikan, 

mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Kategori ini adalah anak yang 

sedang menempuh Pendidikan rumah tangga. 

3. Berdasarkan kualitas 

a. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu 

kepiawaian ataupun keahlian dalam bidang yang keahlian tersebut 

diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal serta kursus 

keahlian lainnya, yang termasuk dalam kategori ini yaitu guru, 

pengacara dan dokter. 

b. Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang mempunyai 

keahlian dalam suatu bidang dan keahlian tersebut diperoleh melalui 

pengalaman kerja, yang termasuk kategori ini seperti mekanik dan 

apoteker. 

c. Tenaga kerja tidak terdidik merupakan tenaga kerja yang hanya 

mengandalkan tenaga saja, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja 
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tidak terdidik yaitu seperti pembantu rumah tangga, tenaga kerja kasar 

dan buruh. 

 
2.2.1. Permintaan Tenaga Kerja 

 

Permintaan tenaga kerja dilihat dari perspektif seorang majikan yaitu harga 

tenaga kerja harus sebanding dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh 

majikan untuk memenuhi tingkat kepuasan majikan atas penyelesaian pekerjaan 

yang diberikan. Permintaan tenaga kerja memiliki keterkaitan dengan: 

a. Tingkat upah 

Tingkat upah diperoleh dari perhitungan kurva untuk mencari titik optimal 

kuantitas dari tenaga kerja yang hendak digunakan. Semakin tinggi tingkat 

upah yang diberikan maka semakin sedikit pula permintaan terhadap tenaga 

kerja, begitu pula sebaliknya. 

b. Teknologi 

Teknologi yang digunakan juga memengaruhi tingkat keberhasilan 

pencapaian tujuan. Semakin efektif teknologi semakin besar artinya bagi 

tenaga kerja dalam mengaktualisasikan keterampilan dan kemampuannya. 

c. Fasilitas modal 

Modal memiliki hubungan erat dengan tenaga kerja karena suatu produk 

dapat dihasilkan apabila perusahaan mendapatkan sumbangan modal untuk 

membayar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan input yang lain, yaitu modal dapat 

merupakan faktor penentu yang lain. 

d. Kualitas tenaga kerja 

Indeks kualitas dari setiap tenaga kerja perlu diperhatikan, hal ini dapat 

dilihat melalui latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja yang dimiliki 

pekerja. Selain itu keadaan gizi yang baik serta keadaan mental dan fisik pekerja 

yang sehat juga memengaruhi kualitas tenaga kerja. 

Permintaan masyarakat terhadap suatu produksi barang dapat memengaruhi 

pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja agar permintaan 

produksi barang dapat mencapai target. Di dalam pasar diasumsikan bahwa 

seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga, perusahaan sebagai 
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penerima harga pasar yang berlaku dan tidak bisa merubah harga dengan 

menaikkan atau menurukan produksinya dengan harga yang berlaku. 

Untuk mencapai target pemenuhan permintaan barang produksi maka 

pengusaha perlu menentukan kepetusan mengenai input (pekerja serta lainnya) 

serta output (jenis serta jumlah). Apabila keputusan yang diambil pengusaha tepat 

maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal setelah 

melakukan perhitungan pertimbangan bahwa penerimaan yang didapat lebih besar 

dari total biaya yang dikeluarkan. 

2.2.2. Penawaran Tenaga Kerja 

 

Penawaran ialah suatu ikatan antara harga dan kualitas. Dalam konsep tenaga 

kerja penawaran adalah suatu ikatan antara suatu korelasi strata upah dengan 

jumlah tenaga kerja yang para pemilik tenaga kerja siap menyediakannya. Suatu 

kurva penawaran menggambarkan nilai maksimum dari upah yang mampu 

disediakan oleh para pemilik tenaga kerja pada suatu periode tertentu. Keberadaan 

kurva penawaran dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menentukan jumlah 

upah minimum pekerja yang perlu diberikan, dengan demikian para pemilik 

tenaga kerja juga memiliki pandangan untuk siap menyediakan jumlah tersebut. 

Sudut pandang tersebut harus ditinjau sebagai suatu skedul alternatif yang di 

peroleh pada suatu titik waktu tertentu yang telah di tetapkan pada penawaran 

tenaga kerja yang telah disepakati. 

Penawaran kerja merupakan fungsi dari upah, sebagai akibat dari penawaran 

jumlah tenaga kerja karena dipengaruhi oleh tingkatan upah yang berbeda-beda 

tergantung jenis jabatan yang memiliki sifat khusus. Sebagai contohnya dalam 

sebuah perusahaan terdapat seorang kepala marketing dan upah yang diberikan 

pada kepala marketing tersebut dinaikan lebih tinggi daripada upah jabatan bagian 

administrasi. Kenaikan upah tersebut terjadi karena kebutuhan untuk melakukan 

kegiatan marketing meningkat, maka diprediksi bahwa tendensi untuk menjadi 

kepala marketing akan meningkat pula. Dampaknya peningkatan dari upah akan 

mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan. 

Penawaran tenaga kerja ditentukan berdasarkan keputusan sesorang apakah 

dia mau bekerja atau tidak. Keputusan tersebut dapat dilihat melalui tingkah laku 
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seseorang untuk menggunakan waktunya, apabila di gunakan untuk bekerja maka 

dapat dikatakan dia seorang yang produktif, apabila digunakan untuk kegiatan lain 

yang sifatnya lebih santai atau mampu di katakan tidak produktif namun 

konsumtif ataupun artinya kombinasi keduanya. 

 
2.3 Pengertian Kemitraan 

 

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia no. 9 tahun 1995 kemitraan 

ialah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar 

disertai pelatihan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar 

dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan. Menurut (Tugimin, 2004) kerjasama itu adalah kegiatan atau 

usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh 

tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara 

individu. Adapun pengertian kemitraan menurut para ahli yaitu hubungan antara 

dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama dimana 

suatu pihak berada dalam kondisi yang rendah dari yang lainnya tetapi 

membentuk suatu hubungan yang telah disepakati kedua belah pihak untuk 

mencapai suatu tujuan bersama yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Menurut (Notoatmodjo, 2015), kemitraan adalah suatu kerja sama formal 

antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk 

mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Menurut (Jafar, 2000), kemitraan 

adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka 

waktu tertentu untuk meraih keuntungan beserta dengan prinsip saling 

membutuhkan dan saling membesarkan. Menurut (Lan, 2015) mengatakan bahwa 

kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri menggunakan 

hubungan jangka panjang, suatu Kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, 

dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bisnis Bersama. 

Program kemitraan merupakan kunci keberhasilan dan memberikan peluang 

untuk meningkatkan kiprah usaha kecil agar dapat terus berkembang. Dalam hal 
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ini pemerintah Indonesia juga telah merencanakan program kemitraan bagi pelaku 

usaha kecil. Program kemitraan yang dibuat oleh pemerintah mengatur hubungan 

kerja sama antara pemilik usaha bermodal besar dengan para pengusaha 

menengah dengan usaha kecil agar saling memiliki keterkaitan dan saling 

menyokong dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan 

 
2.3.1. Unsur-unsur Kemitraan 

 

Kemitraan memiliki tiga unsur yang melekat pada pengertiannya yaitu : 

1) Unsur kerjasama antara usaha kecil disana pihak dan usaha menengah atau 

usaha besar dilain pihak. 

2) Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah 

dan pengusaha besar. 

3) Usaha sangat membutuhkan, saling memperkuat dan silih menguntungkan. 

 
 

2.3.2. Tujuan Kemitraan 

 

Kemitraan memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan pemberdayaan 

usaha kecil dibidang produk, teknis, manajemen dan pemasaran. Selain agar para 

pelaku usaha kecil dapat mandiri dalam melangsungkan kegiatan usahanya 

kemudian dengan perlahan dapat melepaskan diri dari sifat ketergantungan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan kemitraan sebagai 

berikut: 

a) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. 

b) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. 

c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, perdesaan dan nasional. 

d) Memperluas kesempatan kerja. 

e) Meingkatkan ketahanan ekonomi nasional. 

 
 

2.3.3. Hubungan Kemitraan 

 

Hubungan kemitraan merupakan bentuk dari kerjasama antara dua orang atau 

lebih atau lembaga untuk berbagi risiko, biaya dan manfaat dengan cara 
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menggabungkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk 

mengembangkan usahanya bersama. Hubungan kemitraan perlu dipegang serta 

diusahakan sebagai berikut : 

a) Saling menguntungkan (mutualbenefit) 

Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling 

menguntungkan belah pihak. Apabila suatu saat terjadi kegagalan dalam 

mitra, pada kondisi tersebut tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak 

saja serta tidak boleh hanya merugikan satu pihak saja. Semua pihak 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dan berada pada posisi yang 

sejajar, oleh sebab itu tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada 

di atas pihak lain. Maka perlu ditananmkan motivasi yang kuat agar semua 

pihak memiliki kemauan untuk saling  menguntungkan. 

b) Saling mempercayai (muntualtrust) 

Saling percaya dalam hal ini yaitu percaya akan perhitungan biaya 

produksi dan penetapan harga barang/jasa yang dihasilkan. Kepercayaan 

yang diberikan juga tidak hanya pada perilaku kejujuran dan itikad baik 

masing-masing pihak, tetapi juga terdapat kapasitas masing-masing, untuk 

memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama. Contohnya sepertinya 

ketepatan waktu penyerahan, waktu pembayaran, dan kualitas barang. 

Agar kemitraan dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang maka 

perlu dibentuk motivasi rasa saling mempercayai terhadap sesama mitra. 

c) Mempunyai tujuan yang sama (commongoal) 

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sebetulnya 

memiliki tujuan yang sama yaitu ingin usahanya tetap hidup dan 

berkembang agar dapat terus menerus menghasilkan produk yang memiliki 

mutu baik dengan harga layak sehingga barang dapat diterima dengan baik 

oleh konsumen serta masyarakat dan bisa laris terjual di pasaran sehingga 

semua mitra yang menjalin kerjasama merasakan keuntungan yang sama. 



 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode 

deskriptif menurut (Sugiyono, 2014) merupakan metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari penelitian deskriptif ini 

ialah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan, secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 

 
3.2 Objek Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di PT Pos Indonesia Cabang Ungaran yang bertempat 

di Jalan MT Hariyono No. 10, Kuncen, Ungaran, Kec. Ungaran Barat., Semarang, 

Jawa Tengah. Sebagai lokasi penelitian dengan objek penelitian ini adalah 

masalah analisis pembayaran upah tenaga kerja kemitraan pada PT Pos Indonesia 

Cabang Ungaran. 

 
3.3 Definisi Operasional 

 

Sesuai dengan judul yaitu Analisis Pembayaran Upah Tenaga Kerja 

Kemitraan PT Pos Indonesia Cabang Ungaran, maka terdapat variabel yang 

menjadi dimensi pengukuran dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Upah 

Upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa 

yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) yang dibayarkan 

berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang 

dihasilkan (Mulyadi, 2001). Upah adalah hak pekerja/buruh yang 

dierima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan 
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dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 

13/2003 pasal 1 ayat 30 (2003). 

2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat disebutkan 

bahwa Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tantang 

Ketenagakerjaan Bab 1 pasal 1 ayat 2. Tenaga kerja merupakan orang 

yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja 

dalam kamus besar bahasa Indonesia. 

3. Kemitraan 

Kemitraan Menurut Suriadi dalam (Meita Masfufah, 2019) adalah 

kerja sama antara dua pihak dengan kewajiban yang setara dan saling 

menguntungkan, dalam peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1997 

tentang kemitraan juga telah dijelaskan bahwa arti dari kemitraan 

adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah 

atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, 

saling memperkuat dan saling menguntungkan (Ghassani, 2015). 

Sedangkan kemitraan “win-win solution partnership”. Kesadaran dan 

saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam 

kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang 

sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang 

setara pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat 

mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan 

wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil risiko, etos kerja, 

kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan 

dan berwawasan kedepan Menurut (Alam, A. S., & Hermawan, 2017). 
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3.4 Jenis Data 

 

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlakukan untuk pengambilan 

keputusan. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam 

sampel atau populasi. Jenis data dapat dibedakan menjadi 2 antara lain: 

1. Data Kuantitatif 

Menurut (Sugiyono, 2016) data kuantitatif adalah jenis data yang 

dapat diukur secara langsung, berupa informasi atau penjelasan 

yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data 

tersebut dapat diperoleh dari data upah karyawan kemitraan. 

2. Data Kualitatif 

Menurut (Sugiyono, 2016) data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kalimat, kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagian, 

gambar dan foto. 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa 

flowchart sistem, prosedur pembayaran upah dan berupa laporan upah target pada 

PT Pos Indonesia Cabang Ungaran. 

 
3.5 Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini terdapat 1 jenis data yang dikumpulkan yaitu data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber 

lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala untuk 

melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Data Sekunder 

yang penulis dapatkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Sejarah Singkat Terbentuknya PT Pos Indonesia Cabang Ungaran 

2. Struktur Organisasi 

3. Proses Pembayaran Upah 
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3.6 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

melakukan observasi agar memperoleh data dan informasi langsung mengenai 

Proses Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kemitraan pada PT Pos Indonesia Cabang 

Ungaran. 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

4.1.1 Sejarah Singkat Terbentuknya PT Pos Indonesia Cabang Ungaran 
 

Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (Jakarta) oleh Gubernur Jenderal 

G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih 

menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang 

dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke 

Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan 

fungsi pelayanan kepada publik. Setelah Kantor Pos Batavia didirikan, maka 

empat tahun kemudian didirikan Kantor Pos Semarang untuk mengadakan 

perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat 

pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan 

Pekalongan. 

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari 

Jawatan PTT (Post, Telegraph, dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya 

lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi 

hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN 

Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi 

berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan 

Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), pada tahun 1978 berubah menjadi Perum 

Pos dan Giro sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam 

menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun 

luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah 

menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). 

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995, 

saat ini bentuk badan usaha Pos Indonesia menjadi perseroan terbatas dan sering 

disebut dengan PT Pos Indonesia. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang 
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pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum menjadi 

sebuah perusahaan (persero). Sebelum bentuk badan Pos Indonesia berubah 

menjadi PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia ini telah beberapa kali mengalami 

perubahan status yang dialami Pos Indonesia hingga menjadi PT Pos Indonesia : 

1. Tahun 1906 

Pada tahun 1906, Pos Indonesia berubah menjadi Jawatan PTT (Post, 

Telegraph, dan Telephone). Layanan pos yang awalnya berpusat di Gambir 

berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum di Bandung pada tahun 1923. Pada saat itu 

Jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang. 

2. Tahun 1945 

Pada tanggal 27 September 1945, angkatan muda PTT mengambil alih 

kantor pusat PTT di Bandung dari pemerintah militer Jepang. Tanggal tersebut 

diperingati sebagai hari bakti postel. 

3. Tahun 1961 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 240 tahun 1961, status Jawatan 

PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. 

4. Tahun 1965 

Pada tahun 1965 PN Pos dan Telekomunikasi mengalami pemecahan 

menjadi PN Pos dan Giro berdasarkan peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1965 

dan PN Pos dan Giro berdasarkan peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1965 dan 

PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. 

Pemecahan ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang lebih luas lagi. 

5. Tahun 1978 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1978 status PN Pos dan 

Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. Hal ini bertujuan 

untuk semakin mempermudah keleluasaan pelayanan pos bagi masyarakat 

Indonesia. 

6. Tahun 1995 

Setelah beberapa tahun memberikan pelayanan dengan statusnya sebagai 

perusahaan umum, Pos Indonesia mengalami perubahan status atau bentuk badan 

usaha lagi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995, Perum Pos dan 
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Giro berubah menjadi PT Pos Indonesia (Persero) sehingga bisa lebih baik dalam 

melayani masyarakat dan menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin 

ketat persaingannya. 

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan 

kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan 

memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 

ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 

persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi 

terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan 

teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 3.800 Kantor pos 

online, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik 

merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegrasi. 

Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana 

tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. 

 
4.1.2 Lokasi Penelitian 

 

PT Pos Indonesia Cabang Ungaran berlokasi di Jl. MT Hariyono No. 10, 

Kuncen, Ungaran, Kec. Ungaran Barat., Semarang, Jawa Tengah 50511. 

 
4.1.3 Visi dan Misi PT Pos Indonesia Cabang Ungaran 

 

Perusahaan mempunyai visi dan misi yang merupakan sumber dari segala 

sistem yang menjadi acuan dari semua nilai, prinsip, etika dan kebijakan 

manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Yang dijabarkan dalam bentuk Etika 

Bisnis yang mengatur bagaimana hubungan antara Perusahaan dengan pihak- 

pihak yang terkait berdasarkan Keyakinan Dasar dan Nilai Dasar yang dianut oleh 

Perusahaan. Karakter perusahaan yang menjadi keseluruhan nilai tersebut lambat 

laun akan membentuk suatu budaya. 

PT Pos Indonesia sebagai perusahaan yang menyediakan jasa layanan pos 

kepada masyarakat memiliki visi dan misi sebagai berikut : 
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VISI 

PT Pos Indonesia berupaya menjadi pemimpin pasar di Indonesia dalam 

layanan surat, paket dan logistik yang handal serta jasa keuangan yang terpercaya. 

Guna mewujudkan Visi maka PT Pos Indonesia melaksanakan misi dari 5 

(lima) misi yang merupakan tugas bidang layanan pos : 

 
MISI 

Misi 1: Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang 

selalu tepat waktu dan nilai terbaik. 

Misi 2: Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang 

aman, nyaman dan menghargai kontribusi. 

Misi 3: Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil 

usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh. 

Misi 4: Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. 

Misi 5: Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada 

seluruh pemangku kepentingan. 

 
4.1.4 Struktur Organisasi 

 

Selayaknya perseroan terbatas lainnya, struktur organisasi Kantor Pos 

Indonesia (Persero) Cabang Ungaran berkembang dinamis karena didorong faktor 

internal dan eksternal menggambarkan susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan yang 

diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan 

aktifitas. 
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Manajer Keuangan Manajer PPLA 

Staff Penjualan 

Manajer Dukum 
 

Man Pelayanan Dan Jaskug 

Kepala Kantor 

Staff 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia Cabang Ungaran 

(Sumber. Kantor Pos Ungaran 50500) 

 
Struktur Organisasi PT Pos Indonesia Cabang Ungaran terdiri dari Kepala 

Kantor Pos yang memimpin pelaksanaan tugas tersebut dan membawahi Manajer 

yang terdapat bagian Ratket, bagian Jaskug, bagian PPLA, bagian Keuangan, dan 

bagian Dukum. Bagan struktur organisasi PT Pos Indonesia Cabang Ungaran 

sebagaimana Gambar 4.1 masing-masing jabatan dari organisasi PT Pos Indonesia 

Cabang Ungaran memiliki tugas sebagai berikut: 

 
4.1.5 Job Description 

 

1. Kepala Kantor Pos 

Tugasnya : 

a. Mengatur dan mengawasi kelancaran tugas Kantor Pos 

Ungaran dan bertanggung jawab atas segala aktivitas kantor 

dan segala kegiatan yang berkaitan dengan tujuan organisasi 

sebagai penentu, penggerak dan pengarah. 

b. Memeriksa saldo kas bagian keuangan. 

c. Mengatur pemanfaatan dan penggunaan personil dan peralatan 

kantor. 

 
2. Manajer Pelayanan 

Tugasnya : 

Loket Kemitraan 

Customer service 

 

Manajer Penjualan dan Ratket 

Kasir 
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a. Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan layanan loket 

surat dan paket, jasa keuangan (pospay, wesel pos, dan jasa 

keuangan lainnya) serta penjualan materai dan prangko. 

b. Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan operasional 

dan layanan giro serta penyaluran dana. 

c. Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan pelaksanaan 

kegiatan penjualan jasa pos serta adminstrasi penjualan, 

pengelolaan piutang pendapatan. 

d. Melaksanakan penanganan keluhan pelanggan, informasi dan 

solusi pelanggan. 

 
3. Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar (UPL) 

Tugasnya : 

a. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang 

dilakukan kantor pos cabang. 

b. Bertanggung jawab meminta panjar kerja kantor pos cabang 

sesuai dengan kebutuhan. 

c. Menyimpan dan mendistribusikan register berharga ke kantor 

pos cabang. 

d. Memeriksa buku permintaan benda pos materai kantor pos 

cabang. 

e. Pengelolaan dan pengembangan agenpos serta titik layanan 

lainnya. 

 
4. Manajer SDM, Teknologi dan Sarana 

Tugasnya : 

a. Membuat laporan Spj dan membuat laporan tenaga PHL. 

b. Mengagendakan surat-surat yang masuk dan luar. 

c. Pengawasan terhadap bagian sarana. 

d. Pengawasan tentang pengerjaan SPT tahunan dan pengawasan 

tentang laporan sisa cuti pegawai. 
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e. Membuat tunjangan antaran, membuat daftar gaji/ premi 

kehadiran/ pension, membuat tunjangan Kakp dan membuat 

kuintansi PHL. 

f. Pendistribusian surat ke supervisor lain. 

g. Bertanggung jawab atas kelancaran dinas bagian SDM/sarana. 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kakp. 

 
 

5. Manajer Akuntansi 

Tugasnya : 

a. Bertanggung jawab atas kebenaran keuangan pada buku kas 

harian dan jurnal lainnya. 

b. Bertanggung jawab atas laporan keuangan mingguan dan 

bulanan. 

c. Memeriksa dan menandatangani neraca loket. 

d. Bertanggung jawab atas kebenaran memasukkan data ke dalam 

sistem di bagian akuntansi. 

 
6. Manajer Keuangan dan BPM 

Tugasnya : 

a. Menyediakan panjar kerja kepada kasir. 

b. Menerima dan menghitung sisa kas hari berjalan dari kasir. 

c. Membuat dan mengirimkan laporan akhir bulan saldo kas dan 

bank. 

d. Memperkirakan kebutuhan kas hari berjalan dan menjaga saldo 

kas harian agar tidak melebihi pagu yang ditetapkan. 

e. Bertanggung jawab atas kelancaran dinas keuangan/akuntansi 

dan loket BPM. 

 
7. Manajer Pemasaran 

Tugasnya : 

a. Membuat dan melaksanakan program pemasaran. 
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(Sumber. Kantor Pos Ungaran 50500) 

 

 

 

b. Menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pemasaran yang 

sudah di laksanakan. 

c. Mencari pelanggan yang akan menjadi mitra usaha kantor pos 

atas persetujuan kepala kantor pos. 

d. Mengkoordinir dan mengatur proses layanan penjemputan 

kiriman (pick up) ke mitra pada layanan bisnis korporat. 

e. Melakukan penagihan dan penyelesaian piutang kepada 

pelanggan. 

 
4.1.6 Mekanisme Sistem yang Berjalan 

 

Sistem yang digunakan pada PT Pos Indonesia adalah mengguanakan sistem 

komputerisasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) KEMITRAAN untuk 

pengelola kemitraan project dalam menjalankan proses dukungan pemerintah 

event dan nasional. SIM (Sistem Informasi Manajemen) KEMITRAAN adalah 

bangunan sistem aplikasi ter integrasi PT Pos Indonesia (Persero). Sistem aplikasi 

yang terdiri atas sistem Jam Kerja, Transaksi (IPOS, FD, PosPay, RS, dan 

Konsfila) dan Imbal Jasa. 

 
4.2 Hasil pengamatan 

 

4.2.1 Sistem dan Prosedur Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kemitraan PT 

Pos Indonesia Cabang Ungaran 
 
 

 

Gambar 4. 2 Sistem dan Prosedur Pembayaran Upah Di PT Pos Indonesia Cabang 

Ungaran 
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PT Pos Indonesia Cabang Ungaran mempunyai ketentuan tertentu dalam 

melakukan aktivitasnya, khususnya pengelolaan tenaga kerja Kemitraan. Ada 

beberapa Langkah yang harus sebelum terjadinya prosedur pembayaran upah 

kepada para karyawan Kemitraan, sebagai berikut : 

1) Recruitment 

2) Penerimaaan 

3) Pembekalan/Training 

4) Kerja 

5) Monitoring 

6) Approval Transaksi 

7) Bayar 

Berikut ini penulis akan menjelaskan langkah-langkah di atas samapai dengan 

prosedur pembayaran upah karyawan tenaga kerja Kemitraan. Sebagaimana 

dijelaskan pada gambar 4.2. Berikut penjelasan alur-alur tersebut : 

1) Pelamar mengirimkan berkas/CV ke Admin/Helpdesk atau pelamar 

dapat mengirimkan berkas/CV tersebut melalui via Pos pada jasa 

layanan pos. 

2) Selanjutnya, Admin/Helpdesk melakukan pengelolaan user yang 

selanjutnya disortir untuk pengelolaan referensi setelah itu adalah 

melakukan pengelolaan formasi yang selanjutnya dibawa ke Kantor 

Pusat. 

3) Pihak Kantor Pusat akan Menetapkan Formasi Regional dan 

melakukan Reporting yang akan dibawa ke Regional untuk 

Menetapkan Formasi UPT lalu melakukan Reporting pada pelamar 

untuk selanjutnya dibawa pada bagian Kepala Kantor untuk 

mendaftarkan pelamar yang sudah di reporting pada user Manajer 

Pelayanan, Manajer Bagian Umum dan Antaran. Kepala Kantor 

selanjutnya melakukan Approval Imbal Jasa dan Reporting. 

4) Setelah mendaftarkan user, pada bagian umum melakukan pendaftaran 

pada calon mitra untuk melakukan interview. Setelah interview 

dilakukan setiap calon mitra yang lolos seleksi maka segera melakukan 
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proses masuk untuk mangurus mengenai perjanjian kerja sama, 

penginputan database karyawan, dan perhitungan imbal jasa. 

5) Petugas Loket sudah bisa melakukan login untuk Check-In dan Check- 

Out melalui system SSO dan Legasi dimana aplikasi melakukan 

akumulasi jam kerja serta transaksi sedangkan untuk proses 

persetujuan transaksi melalui bagian Manajer Pelayanan. 

 
4.3 Pembahasan 

 

Pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan di PT Pos Indonesia 

(Persero) Cabang Ungaran yang berkaitan dengan pembayaran upah meliputi 

pengelolaan upah pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Ungaran dan 

kesesuaiaan pengelolaan upah dengan strander yang ada. Pembahasan lebih lanjut 

tentang berbagai hal tersebut adalah sebagai berikut : 

4.3.1 Pengelolaan Pembayaran Upah Pada PT Pos Indonesia (Persero) 

Cabang Ungaran 

PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Ungaran merupakan sebuah Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) Indonesia yang dibentuk untuk melayani jasa pos dan 

kurir tetapi juga jasa keuangan, ritel, dan property di bidang layanan pos dimana 

pengelolaan pembayaran upah berdasarkan prinsip pengelolaan upah perusahaan. 

Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan Upah di PT Pos Indonesia (Persero) 

Cabang Ungaran sebagai berikut : 

1. Penetapan 

2. Pengelolaan 

3. Pelaporan 

4. Persetujuan 

5. Rekap Penghasilan 

Proses pengelolaan pembayaran upah dimulai dengan penetapan pengelolaan 

imbal jasa yang disetujui bersama oleh perusahaan kantor pos. Pengelolaan upah 

pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Ungaran sudah berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang diterapkan. 
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4.3.2 Kesesuaian Pengelolaan Upah Pada Bulan April-Juni Tahun 2019 

dengan Standar yang Ada 

Pelaksanaan pembayaran upah digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Pada karyawan mitra PT Pos Indonesia Cabang 

Ungaran pencatatan waktu hadir karyawan menggunakan absensi melaui web 

SIM (Sistem Informasi Manajemen) Kemitraan. Pencatatan waktu hadir dan 

waktu kerja dilakukan untuk menentukan upah karyawan, apakah karyawan akan 

menerima penuh atau harus dipotong karena waktu jam kerja dan jumlah transaksi 

kurang dari target yang telah ditentukan. Daftar yang ada pada sistem juga 

digunakan untuk menentukan apakah karyawan bekerja pada ketentuan jam kerja 

yang berlaku, sehingga dapat digunakan untuk menentukan karyawan akan 

memperoleh upah. Pencatatan waktu kerja tersebut diperlukan untuk keperluan 

distribusi upah. Pada PT Pos Indonesia Cabang Ungaran karyawan bekerja 

minimal selama 12.000 menit dalam satu bulan. Jam masuk kerja karyawan dari 

pukul 08.00-16.00 dengan waktu istirahat selama 1 jam yaitu dari pukul 12.00- 

13.00, maka waktu kerja tersebut akan dibebankan ke biaya tenaga kerja. Jika 

keberangkatan kerja karyawan pukul 09.00 tidak akan berpengaruh pemotongan 

upah pada karyawan. Selain waktu hadir terdapat juga ketentuan pembayaran 

upah karyawan pada jumlah transaksi yang mana karyawan juga harus memenuhi 

target sebanyak 3.000 transaksi, jika kurang dari 3.000 transaksi maka 

berpengaruh pada upah yang diterima. 

Pemberlakuan jam kerja pada karyawan kemitraan di tentukan mencapai 

12.00 menit perbulan. Adapun perhitungan jam kerja karyawan kemitraan adalah 

sebagai berikut : 
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Akan tetapi pada Sistem Informasi Manajemen Kemitraan (SIM Kemitraan) 

minimal 8 jam perhari karna terpotong tanggal merah dan libur mingggu dimana 

hari kerja karyawan kemitraan tidak sampai 30 hari. Apabila karyawan dalam satu 

hari tidak masuk kerja maka akan di potong sebesar 60.000 perhari. 

 
Adapun Rincian Imbal Jasa bulan April-Juni pada salah satu karyawan mitra 

yang diuraikan berdasarkan table 4.1 adalah sebagai berikut : 
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IMBAL JASA 

FEE KEHADIRAN @40.000/HARI 

TOTAL GAJI DITERIMA 

Rp 1.081.100 

24 hari Rp 960.000   

Rp 2.041.100 

 

 

 

IMBAL JASA KEMITRAAN LOKET 
 

KP / KPC / LE / PKK : SEMARANG 50000 

DI LOKET : T E R P A D U 

NAMA PETUGAS LOKET : 

N I P P O S : 

P E R I O D E : APRIL 2019 
 

NO JENIS LAYANAN 
JUMLAH 

TRANSAKSI 

FEE 

TRANSAKSI 

BSU 

TRANSAKSI 
KETERANGAN 

1 Surat Kilat Khusus 273 500 136.500  

2 Perlakuan Khusus : Zalora, Lazada dll - 500 - 

3 Pos Express Next Day Dokumen 95 500 47.500 

4 Pos Express Next Day Barang 23 500 11.500 

5 R (Registered / Tercatat) / R LN 1 1.000 1.000 

6 Express Mail Service (Dokumen) - 1.000 - 

7 Express Mail Service (Barang) 1 1.000 1.000 

8 Paketpos Standar DN 19 500 9.500 

9 Paketpos Kilat Khusus 195 500 97.500 

10 Paketpos Jumbo Ekonomi 5 500 2.500 

11 Paketpos Jumbo Motor / Biasa - 500 - 

12 Paketpos Biasa / Cepat LN 16 1.000 16.000 

13 Weselpos Kirim 61 300 18.300 

14 Weselpos Bayar 74 300 22.200 

15 eBatara Penabungan - 300 - 

16 eBatara Penarikan - 300 - 

17 Setoran Pajak - 300 - 

18 Pos Pay 2.392 300 717.600 

19 Pembayaran Pensiun/Potongan - 300 - 

20 J P S : PKH DLL   - 

21 GOL Penabungan   - 

22 LAIN - LAIN   - 

JUMLAH TRANSAKSI 3.155  1.081.100  

 

 

Tabel 4. 1 Rincian Imbal Jasa bulan April Tahun 2019 

 
Pembayaran upah karyawan bagian mitra ditentukan jumlah transaksi yang 

mereka dapatkan dari harga biaya jenis layanan kantor pos. Adapun jenis layanan 

seperti Jasa keuangan (PLN, PDAM, dll) dengan biaya 500,00 maka setiap satu 
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kali transaksi akan mendapatkan upah 500,00. Jenis layanan lainnya seperti I-Pos 

(Surat dan Barang) dengan biaya 1.500,00 maka setiap satu kali transaksi juga 

akan mendapatkan upah sebesar 1.500,00 dan jenis layanan yang lainnya maka 

setiap upah yang diterima dari banyaknya jumlah transaks dari besaran biaya jenis 

layanan. 

Adapun pembahasan uraian transaksi pada salah satu pekerja PT Pos 

Indonesia (Persero) Cabang Ungaran adalah sebagai berikut : 

Surat Kilat Khusus fee transaksi sebesar 500 pada karyawan telah 

menghasilkan sebanyak 273 transaksi dan mendapatkan BSU Transaksi sebesar 

Rp. 136.500, kemudian ada Perlakuan Khusus (Zalora, Lazada dll) fee transaksi 

500 dan tidak ada jumlah transaksi yang dimiliki oleh karyawan. Pos Express 

Next Day Dokumen fee transaksi 500 pada karyawan telah menghasilkan 

transaksi sebanyak 95 dan memiliki BSU Transaksi sebesar Rp. 47.500, 

berikutnya Pos Express Next Day Barang fee transaksi 500 pada jumlah transaksi 

karyawan menghasilkan 23 transaksi dengan BSU Transaksi Rp. 11.500, jenis 

layanan berikutnya yaitu R (Registered / Tercatat) / R LN sebesar 1.000 fee 

dengan jumlah 1 transaksi memiliki BSU Transaksi Rp. 1.000, Express Mail 

Service (Dokumen) fee 1.000 dan tidak menghasilkan jumlah transaksi. 

Selanjutnya Express Mail Service (Barang) dengan fee 1.000 memiliki 1 transaksi 

dengan BSU Transaksi Rp. 1.000, Paketpos Standar DN memiliki fee 500 dengan 

jumlah transaksi 19 serta mendapatkan BSU Transaksi sebesar Rp. 9.500, 

PaketPos Kilat Khusus fee 500 dengan jumlah 195 transaksi memiliki BSU 

Transaksi sebesar Rp. 97.500, Paketpos Jumbo Ekonomi fee 500 sebanyak 5 

transaksi dengan BSU Transaksi Rp. 2.500. PaketPos Jumbo Motor / Biasa fee 

500 dan tidak memiliki jumlah transaksi. PaketPos Biasa / Cepat LN fee 1.000 

sebanyak 16 transaksi dan mendapatkan BSU Transaksi sebesar Rp. 16.000, lalu 

ada Weselpos Kirim fee 300 dengan jumlah transksi 61 mendapatkan BSU 

Transaksi Rp. 18.300, Weselpos Bayar fee 300 sebanyak 74 transaksi dengan 

BSU transaksi sebesar Rp. 22.200. Untuk eBatara Penabungan, eBatara Penarikan 

dan Setoran Pajak memiliki masing-masing fee 300 dan tidak ada transaksi yang 
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dihasilkan. Terakhir ada PosPay memiliki fee 300 dengan jumlah transaksi 

sebanyak 2.392 serta mendapatkan BSU Transaksi sebesar Rp. 717.600. 

Total jumlah transaksi yang dihasilkan pada bulan April sebanyak 3.155 

transaksi dan mendapatkan imbal jasa sebesar Rp. 1.081.100 ditambah fee 

kehadiran Rp. 40.000/hari pada kehadiran karyawan sebanyak 24 hari 

mendapatkan fee kehadiran sebesar Rp. 960.000. Total upah yang diterima bulan 

April pada karyawan sebesar Rp. 2.041.100. 
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IMBAL JASA 

FEE KEHADIRAN @40.000/HARI 

TOTAL GAJI DITERIMA 

Rp 1.290.400 

25 Hari Rp 1.000.000   

Rp 2.290.400 

 

 

 

IMBAL JASA KEMITRAAN LOKET 
 

KP / KPC / LE / PKK : SEMARANG 50000 

DI LOKET : T E R P A D U 

NAMA PETUGAS LOKET : 

N I P P O S : 

P E R I O D E : MEI 2019 
 

NO JENIS LAYANAN 
JUMLAH 

TRANSAKSI 

FEE 

TRANSAKSI 

BSU 

TRANSAKSI 
KETERANGAN 

1 Surat Kilat Khusus 346 500 173.000 IPOS 

2 Perlakuan Khusus : Zalora, Lazada dll - 500 - 734 

3 Pos Express Next Day Dokumen 113 500 56.500 DN 

4 Pos Express Next Day Barang 35 500 17.500 725 

5 R (Registered / Tercatat) / R LN - 1.000 - LN 

6 Express Mail Service (Dokumen) 8 1.000 8.000 9 

7 Express Mail Service (Barang) - 1.000 - JASKUG 

8 Paketpos Standar DN 68 500 34.000 198 

9 Paketpos Kilat Khusus 159 500 79.500  

10 Paketpos Jumbo Ekonomi 4 500 2.000  

11 Paketpos Jumbo Motor / Biasa - 500 -  

12 Paketpos Biasa / Cepat LN 1 1.000 1.000  

13 Weselpos Kirim 79 300 23.700  

14 Weselpos Bayar 119 300 35.700  

15 eBatara Penabungan - 300 -  

16 eBatara Penarikan - 300 -  

17 Setoran Pajak - 300 -  

18 Pos Pay 2.865 300 859.500  

19 Pembayaran Pensiun/Potongan - 300 -  

20 J P S : PKH DLL   -  

21 GOL Penabungan   -  

22 LAIN - LAIN   -  

JUMLAH TRANSAKSI 3.797  1.290.400  

 

 

Tabel 4. 2 Rincian Imbal Jasa bulan Mei Tahun 2019 

Surat Kilat Khusus fee transaksi sebesar 500 pada karyawan telah 

menghasilkan sebanyak 346 transaksi dan mendapatkan BSU Transaksi sebesar 

Rp. 173.000, kemudian ada Perlakuan Khusus (Zalora, Lazada dll) fee transaksi 

500 dan tidak ada jumlah transaksi yang dimiliki oleh karyawan. Pos Express 
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Next Day Dokumen fee transaksi 500 pada karyawan telah menghasilkan 

transaksi sebanyak 113 dan memiliki BSU Transaksi sebesar Rp. 56.500, 

berikutnya Pos Express Next Day Barang fee transaksi 500 pada jumlah transaksi 

karyawan menghasilkan 35 transaksi dengan BSU Transaksi Rp. 17.500, jenis 

layanan berikutnya yaitu R (Registered / Tercatat) / R LN sebesar 1.000 fee dan 

tidak memiliki jumlah transaksi, Express Mail Service (Dokumen) fee 1.000 

memiliki jumlah 8 transaksi dengan mendapatkan BSU Transaksi Rp. 8.000. 

Selanjutnya Express Mail Service (Barang) dengan fee 1.000 tidak memiliki 

jumlah transaksi, Paketpos Standar DN memiliki fee 500 dengan jumlah transaksi 

68 serta mendapatkan BSU Transaksi sebesar Rp. 34.000, PaketPos Kilat Khusus 

fee 500 dengan jumlah 159 transaksi memiliki BSU Transaksi sebesar Rp. 79.500, 

Paketpos Jumbo Ekonomi fee 500 sebanyak 4 transaksi dengan BSU Transaksi 

Rp. 2.000. PaketPos Jumbo Motor / Biasa fee 500 dan tidak memiliki jumlah 

transaksi. PaketPos Biasa / Cepat LN fee 1.000 sebanyak 1 transaksi dan 

mendapatkan BSU Transaksi sebesar Rp. 1.000, lalu ada Weselpos Kirim fee 300 

dengan jumlah transksi 79 mendapatkan BSU Transaksi Rp. 23.700, Weselpos 

Bayar fee 300 sebanyak 119 transaksi dengan BSU transaksi sebesar Rp. 35.700. 

Untuk eBatara Penabungan, eBatara Penarikan dan Setoran Pajak memiliki 

masing-masing fee 300 dan tidak ada transaksi yang dihasilkan. Terakhir ada 

PosPay memiliki fee 300 dengan jumlah transaksi sebanyak 2.865 serta 

mendapatkan BSU Transaksi sebesar Rp. 859.500. 

Total jumlah transaksi yang dihasilkan pada bulan Mei sebanyak 3.797 

transaksi dan mendapatkan imbal jasa sebesar Rp. 1.290.400 ditambah fee 

kehadiran Rp. 40.000/hari pada kehadiran karyawan sebanyak 25 hari 

mendapatkan fee kehadiran sebesar Rp. 1.000.000. Total upah yang diterima 

bulan Mei pada karyawan sebesar Rp. 2.290.400. 
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IMBAL JASA KEMITRAAN LOKET 

 
KP / KPC / LE / PKK : SEMARANG 50000 

DI LOKET : T E R P A D U 

NAMA PETUGAS LOKET : 

N I P P O S : 

P E R I O D E : JUNI 2019 

NO JENIS LAYANAN 
JUMLAH 

TRANSAKSI 

FEE 

TRANSAKSI 

BSU 

TRANSAKSI 
KETERANGAN 

1 Surat Kilat Khusus 201 500 100.500 IPOS  

2 Perlakuan Khusus : Zalora, Lazada dll - 500 - 406  

3 Pos Express Next Day Dokumen 103 500 51.500 DN  

4 Pos Express Next Day Barang 10 500 5.000 404  

5 R (Registered / Tercatat) / R LN 1 1.000 1.000 LN  

6 Express Mail Service (Dokumen) - 1.000 - 2  

7 Express Mail Service (Barang) 1 1.000 1.000 JASKUG  

8 Paketpos Standar DN - 500 -  2885 

9 Paketpos Kilat Khusus 90 500 45.000   

10 Paketpos Jumbo Ekonomi - 500 -   

11 Paketpos Jumbo Motor / Biasa - 500 -   

12 Paketpos Biasa / Cepat LN - 1.000 -   

13 Weselpos Kirim 34 300 10.200   

14 Weselpos Bayar 54 300 16.200   

15 eBatara Penabungan - 300 -   

16 eBatara Penarikan - 300 -   

17 Setoran Pajak - 300 -   

18 Pos Pay 2.797 300 839.100   

19 Pembayaran Pensiun/Potongan - 300 -   

20 J P S : PKH DLL   -   

21 GOL Penabungan   -   

22 LAIN - LAIN   -   

JUMLAH TRANSAKSI 3.291  1.069.500  

 

IMBAL JASA 

FEE KEHADIRAN @40.000/HARI 

TOTAL GAJI DITERIMA 

 
 

24 Hari 

Rp 1.069.500 

  Rp 960.000   

Rp 2.029.500 

 

 

 
Dibuat Oleh 

Manajer Pelayanan 

  
Ungaran, 30 Juni 2019 

Diperiksa Oleh 

Kepala Kantor 

 

Tabel 4. 3 Rincian Imbal Jasa bulan Juni Tahun 2019 
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1. Surat Kilat Khusus fee transaksi sebesar 500 pada karyawan telah 

menghasilkan transaksi sebanyak 201 transaksi. Jumlah BSU transaksi 

yang diterima sebesar Rp. 100.500; 

2. Perlakuan Khusus (Zalora, Lazada, dll) fee transaksi sebesar 500. Tidak 

ada transaksi yang di dapatkan oleh karyawan. 

3. Pos Express Next Day Dokumen fee transaksi sebesar 500 pada 

karyawan telah menghasilkan transaksi sebanyak 103 transaksi dan 

mendapatkan BSU transaksi sebesar Rp. 51.500; 

4. Pos Express Next Day Barang fee transaksi sebesar 500, jumlah 

transaksi karyawan sebanyak 10 transaksi dan mendapatkan BSU 

transaksi sebesar Rp. 5.000; 

5. R (Registered / Tercatat) / R LN fee transaksi sebesar 1.000, pada 

karyawan menghasilkan 1 transaksi saja dan mendapat BSU transaksi 

sebesar Rp. 1.000 

6. Express Mail Service (Dokumen) fee transaksi sebesar 1.000, tetapi 

tidak ada transaksi yang dihasilkan karyawan. 

7. Express Mail Service (Barang) fee transaksi sebesar 1.000, karyawan 

telah mendapatkan 1 transaksi dengan BSU transaksi sebesar Rp. 1.000; 

8. Paketpos Standar DN tidak terdapat transaksi. 

9. Paketpos Kilat Khusus fee transaksi sebesar 500. Jumlah transaksi yang 

didapatkan karyawan sebanyak 90. BSU transaksi yang diterima 

sebesar Rp. 45.000; 

10. Pada Paketpos Jumbo Ekonomi dan Paketpos Jumbo Motor / Biasa 

memiliki fee transaksi sebesar 500, karyawan tidak memiliki transaksi 

pada layanan tersebut. 

11. Paketpos Biasa / Cepat LN tidak memiliki transaksi. 

12. Weselpos Kirim dengan fee transaksi sebesar 300, dengan jumlah 

transaksi karyawan sebanyak 34 dan karyawan memiliki BSU sebesar 

Rp. 10.200; 

13. Weselpos Bayar fee transaksi 300, karyawan memiliki jumlah transaksi 

sebanyak 54. Mendapatkan BSU sebesar Rp. 16.200; 



39 
 

 

 

 

14. eBatara Penabungan, eBatara Penarikan dan Setoran Pajak fee transaksi 

sebesar 300. Karyawan tidak memiliki jumlah transaksi dan BSU yang 

di dapatnya. 

15. Pos Pay fee transaksi sebesar 300, jumlah transaksi karyawan sebanyak 

2.797 dan menerima BSU transaksi sebesar Rp. 839.100. 

Total jumlah transaksi yang dihasilkan pada bulan Juni sebanyak 3.291 

transaksi dan mendapatkan imbal jasa sebesar Rp. 1.069.500 ditambah fee 

kehadiran Rp. 40.000/hari pada kehadiran karyawan sebanyak 24 hari 

mendapatkan fee kehadiran sebesar Rp. 960.000. Total upah yang diterima bulan 

Juni pada karyawan sebesar Rp. 2.029.500. 



 

BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada PT Pos Indonesia 

(Persero) Cabang Ungaran, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa PT 

Pos Indonesia (Persero) Cabang Ungaran telah mampu mengelola pembayaran 

upah dan untuk setiap transaksi sebulannya karyawan telah mencapai target lebih 

dari 3.000 transaksi artinya karyawan sudah mencapai batas target jumlah yang 

telah ditentukan perusahaan. 

 
5.2 Keterbatasan 

 

Keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama penelitian yaitu keterbatasan 

data dari pihak perusahaan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan laporan 

serta keterbatasan waktu pada saat penelitian atau magang dikarenakan kondisi 

pandemic covid-19 yang menyebabkan ruang lingkup yang digunakan pada 

penelitian hanya mencakup yang ada pada perusahaan kantor cabang saja. 

 
5.3 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran, ketentuan 

pembayaran upah termasuk didalamnya tetap dipertahankan agar kualitas 

karyawan untuk meningkatkan kinerja dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dan dengan adanya kemitraan sekarang ini diharapkan untuk dapat 

dipertahankan karena selain membantu pendapatan imbal jasa karyawan juga 

meningkatkan pendapatan perusahaan. 
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